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Abstract

This article would explain law reformation in ohoman Turk in
the era of Tanzimat as a response for readvancing.

The Ohoman Turk, Vis a Vis modernity which brought by the
west. In thet era, there was an effort of law reformation which
influenced Islamic law reformation. One of the result on law
reformation brought by Tanzimat is that Islamic law codifica-
tion for the first time called majalah Al-Ahkam Adliyah.

However, this made Islamic law become narrow and changed
by the west law prodact. From this historical study, it would be
contribution in reconstructing Islamic law in the future.
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1. Pendahuluan

Tanzimat pada hakekatnya adalah suatu gerakan reformasi yang muncul
—secara resmi— di Turki Usmanj setelah wafatnya Sultan Mahmud 1l pada
tahun 1839 dan berhasil mendominasi pemerintahan Turki Usmani sampai
tahun 1871. Kata ranzimat sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna
“mengatur atau menata”. Padanan kata tanzimar dalam bahasa Inggris
adalah reform yang bermakna “penataan kembali”. Istilah Tanzimat
berkonotasi kepada penataan kembali strukiur kemasyarakatan dan
kenegaraan Turki Usmani agar menjadi kembali menjadi baik atau lebih baik
tanpa mengadakan perubahan, penggantian, atau penghapusan bagian-bagian
yang fundamental dari struktur kemasyarakatan dan kenegaraan itu sendiri.
Namun, dalam prakteknya, gerakan Tanzimat juga menyentuh hal-hal yang
bersifat mendasar seperti terlihat dalam penggantian elemen-elemen fimda-
mental keislaman dengan elemerni-elemen yang berasal dari Barat.
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Masa pemerintahan 7anzimat di Turki Usmani yang berlangsung pada
sekitar pertengahan abad XTX termasuk episode yang menarik untuk dikajt
dari sudut pandang sejarah sosial hukum Islam. Pada masa Tanzimat ini, terjadi
perubahan-perubahan besar di bidang hukum dengan adanya proses
westernisasi hukum secara besar-besaran, baik di bidang hukum materil, hukum
formil, maupum administrasi hukum.

Fenomena menarik ini tidak terlepas dari realitas sosial politik yang
berkembang padamasa pemerintahan Tanzimat tersebut. Arus deras penetrasi
kebudayaan dan kekuasaan Barat terhadap dunia Islam dan pergolakan-
pergolakan internal ummat Islam serta respon terhadap kemunduran ummat
Islam sangat kental mewarnai situasi sosial politik saat itu. Dalam situasi dan
kondisi demikianlah, Tanzimat merumuskan dan menjalankan kebijakan dan
politik pembinaan hukumnya.

Tulisan singkat ini mencoba sedikit menyingkap hubungan antara kondisi
sosial-politik yang berkembang pada masa pemintahan Tanzimat dengan
kebijakan dan politik pembinaan hukum Tanzimat serta produk-produk hukum
yang dihasilkannya.

II. Kondisi Obyektif Turki pada Masa Tanzimat

Masa pemerintahan Fmzimat di Turki Usmani ditandai dua gejalaumum
yang penting yang sedang berlangsung di dunia Islam. Pertama, semakin
gencamya pengaruh dan gelombang ekspansi Barat ke dunia Islam. Kedua,
mulai timbulnya kesadaran ummat Islam tentang ketinggalan mercka dari
kekuasaan dan peradaban Barat. Gejala pertama sangat dirasakan dan
berpengaruh besar terhadap politik dan kebijakan pemerintahan Tanzimat.

Gelombang ekspansi Barat mulai melanda daerah-daerah Islam. Pada
mulanyamereka mengincar daerah-daerah pinggiran dari wilayah yang dikuasai
Islam, dan langkah berikutnya mulai diarahkan ke daerah-dacrah pusat
kekuasaan Islam. Daerah kekuasaan Turki Usmanipun tidak luput dari terjangan
ekspansi kekuatan Barat tersebut. Turki Usmani mulai kehilangan daerab-
daerah kekuasaannya atau berkurang kontrolnya di wilayah Balkan dan Eropa -
Timur. Pada tahun 1815, Serbia berhasil memperoleh hak otonomi untuk
mengatur daerahnya sendiri. Tahun 1829, Yunani berhasil memperoleh
kemerdekaan dar kekuasaan Turki Usmani. Seiring dengan itu, Serbia,
Moldavia, dan Rumania juga mendapatkan otonomi penuh. Pada tahun 1877
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Rusia dan Pan Slavia merebut Bosnia-Hezegovina dan Bulgaria dari tangan
Turki Usmani diikuti dengan pernyataan kemerdekaan Serbia, Montenegro,
dan Rumania. K ehilangan wilayah yang demikian luas tersebut merupakan
lanjutan dari derita Turki Usmani yang pada abad sebelumnya telah pula
kehilangan wilayah Cremia dan sekitar black sea. Daerah Laut Hitam tersebut
telah jatuh ke tangan Rusia pada perang Rusia-Turki yang berlangsung pada
tahun 1768-1774 dan 1787-1792.2 Pada saat yang sama, Turki Usmani juga
kehilangan wilayah kekuasaannya di Afrika Utara. Mesir, di bawah pimpinan
Muhammad Ali, melepaskan diri pada awal abad XIX. Pada tahun 1830 Al-
Jazair direbut oleh Perancis.?

Kekalahan-kekalahan yang didertta Turki Usmani ini disebabkan oleh
komplesitas masalah yang sedang dihadapinya. Tentara Turki Usmani yang
dahulu demikian disegani di daratan Eropa sudah mulai ketinggalan dalam
bidang peralatan, teknik dan organisasi dibandingkan dengan kekuatan tentara
negara-negara Eropa. Turkipun sudah ketinggalan di bidang ekonomi, politik,
ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara Barat.

Di samping kemunduran di bidang-bidang tersebut di atas, Turki Usmani
juga mengalami kemunduran di bidang hukum. Bahkan, sebagaimana
dikemukakan Satria Effendi, pada awal abad ke-19 figh Islam mencapai
puncak kemundurannya di Turki Usmani.? Suasana kemunduran hukum Is-
lam itu tergambar dari karakteristik hukum Islam yang berkembang ketika
itu. Ciri khas yang menonjol pada bidang hukum saat itu dapat dilihat dari
beberapa segi. Pertama, dari segi pemikiran figh. Kedua, dari segi sistem
pengajaran dan pengembangan figh. Ketiga, dari segi metode penulisan karya
figh.

Dari segi pemikiran figh, pada saat itu pemikiran taklid merupakan warna
yang dominan. Para ulama mengikuti dan menerima pemikiran figh yang
terdapat datam kitab-kitab figh mazhab tanpa mengadakan pengkajian analisis-
ktitis. Pemikiran figh telah beralih dari argumentasi-argumentasi dan tujuan-
tujuan yang dapat diterima secara syar’i dan mengarah kepada sikap
mempertahankan yang lama. Ditinjau dari segi pengajaran dan pengembangan
figh, saat itu muncul kecendrungan umum di kalangan murid-murid untuk
mempelajari figh dari kitab figh tertentu hasit karya tokoh-tokoh mazhab figh
yang mereka anut. Mereka tidak lagi mempelajari figh dari syari’at (al Qur‘an
dan hadis) sebagai sumber dan landasan figh. Dalam pengembangan figh pun
tidak ada upaya-upaya kreatifuntuk menghasilkan karya-karya figh orisinil.
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Kegiatan pengembangan figh yang diadakan sebatas upaya-upaya takhrij,
tarjih, dan tanzim terhadap karya figh mazhab. Sementara itu, ditinjau dari
segi metode penulisan karya figh, terdapat kecendrungan umum untuk menulis
ringkasan dan penjelasan bagi kitab-kitab figh yang telah ada. Metode
penulisan karya figh yang termasyhur pada masa ini adalah metode pembuatan
matan figh (Tharigah al Mutun). Kitab-kitab figh yang telah ada
diringkaskan, disarikan, dan ditulis dengan redaksi yang singkat dan padat,
sehingga makna bisa mencakup keseluruhan isi kitab aslinya. Al Zarqa® —
dengan nada sinis— mengjibaratkan metode penulisan ini dengan ungkapan
“bagaikan memasukkan unta ke dalam botol”. Setelah matan figh
dihasilkan, penulis matan atau penulis lain menulis penjelasan, komentar, dan
tambahan terhadap matan tersebut. Tulisan ini disebut Syarah (al Syarh).
Syarah ini kemudian diberi pula penjelasan yang dinamakan dengan Hasyiyah
(al Hasyiyyah). Hasyiyah inipun dibuat pula penjelasannya yang dinamakan
dengan Taqrir (a! Tagrir). Karakteristik tersebut di atas mewarnai hukum
Islam pada masa tersebut dan membawa hukum Islam ke dalam jurang
kejumudan dan kemunduran.

Suasana kejumudan dan kemunduran hukum Islam menyebabkan bagian-
bagian tertentu hukum Islam kurang —untuk tidak menyatakan tidak sama
sekali—- relevan dan kurang berfungsi bagi realitas kehidupan ummat.
Perubahan-perubahan yang timbul dari dinamika kehidupan masyarakat dan
hal-hal baru yang muncul akibat arus modernisasi tidak mampu direspon
secara memadai oleh produk-produk figh klasik. Akibatnya terjadi
kepincangan dalam struktur masyarakat karena tidak serasinya antara
dinamika kehidupan masyarakat dengan perangkat hukum yang mengaturnya.

Menanggapi keadaan hukum Jslam yang demikian, dalam bidang hukum
Islam, muncul tiga aliran pemikiran dan gerakan. Ketiga aliran ini muncul sebagai
respon terhadap keadaan hukum Islam yang sedang mundur dan masuknya
pengaruh Barat ke dunia Islam. Aliran pertama yang diwakili kelompok
Islam konservatif ingin mempertahankan status quo hukum Islam yang ada
saat itu. Bagi kelompok ini, hukumn Islam —baik yang bersifat absolut, maupun
ijtihadi— telah lengkap dan selalu mampu mengatur dan menjawab semua
permasalahan hukum, tidak terkecuali yang terjadi di zaman modern.
Terjadinya kemunduran, termasuk di bidang hukum bukan berasal dari
kekurangan hukum Islam, melainkan karena kesalahan ummat Istam yang
tidak lagi konsisten menjalankan hukum Islam. Untuk memecahkan
permasalahan hukum yang terjadi di zaman modem, maka ummat Islam harus
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menerapkan hukum Jslam yang diwarisi dari masa lalu tersebut secara murni
dan konsekwen.

Aliran kedua berpendapat bahwa jalan keluar dari permasalahan hukum
di Turki Usmani adalah dengan melakukan reformasi dan reformulasi hukum
Islam secara parsial. Hukum Islam terbagi atas hukum yang bersifat absolut
dan hukum yang bersifat relatif kebenarannya. Ajaran murni yang ditegaskan
lansung oleh al Qur‘an dan Sunnah Nabi adalah bersifat absolut dan tidak
bisa dirubah. Sedangkan hukum-hukum yang merupakan hasil ijtihad para
mujtahid dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
Menurut kelompok ini, hukum-hukum Islam yang bersifat ijtihadi harus
direformulasi dan disesuatkan dengan keadaan yang berkembang dengan tetap
bertumpu kepada ajaran-ajaran yang bersifat absolut.

Aliran ketiga yang diwakili oleh kelompok westernis-sekularis
berpendapat bahwa hukum Islam di Turki Usmani yang sudah dipraktekkan
berabad-abad lamanya sudah tidak relevan lagi dan sudah tidak mampu lagi
memecahkan permasalahan-penmasalahan baru yang muncul akibat kenajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan hukum yang demikian tidak bisa
dibiarkan dan harus dicarikan jalan keluarnya. Solusi yang mereka ajukan
dan perjuangkan adalah penggantian hukum Islam dengan hukum-hukum yang
berasal dari Barat. Hukum-hukum Barat —menurut kelompok ini— telah
terbukti mampu mengatur dan membawa masyarakat Barat ke arah kemajuan
yang gilang gemilang. Perbaharuan hukum Islam sebagai solusi altematifmereka
tolak dengan alasan pembaharuan hukum Islam sulit disepakati metodenya
dan pembaharuan ini akan betjalan lamban, sementara persoalan yang dihadapi
semakin mendesak untuk dipecahkan dan akan selalu berkembang.®

Pertarungan antara tiga aliran mi dalam mensosialisasikan dan menerapkan
ide-ide mereka berlangsung sejak masuknya pengaruh Barat secara intensif
ke Turki Usmant, baik sebelum, pada masa, maupun pasca Tanzimat. Implikasi
pertarungan ketiga aliran tersebut terekam pada gonjang-ganjing kebijakan
pembinaan hukum di Turki pada umumnya dan perkembangan hukum Istam
pada khususnya.

III. Politik Pembinaan Hukum Tanzimat

Tanzimat termasuk kelompok yang ménginginkan penggantian perangkat
hukum yang berasal dari sistem hukum Islam dengan perangkat hukum yang
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berasal dari sistem hukum Barat. Hal ini terlihat jelas dalam praktek politik
pembinaan hukum yang dilaksanakan oleh Tanzimat. Shaw & Shaw mencatat
beberapa perubahan mendasar yang dilancarkan Tanzimat ketika memegang
pemerintahan Turki Usmani. Pada tahun 1843 Tanzimat menetapkan hukum
pidana (Ceza Kanunnamesi) dan pada tahun 1850 ditetapkan hukum dagang
(Ticaret Kanunnamesi). Hukum pertanahan ditetapkan pada tahun 1858
dan hukum perdagangan laut tahun 1863. Perangkat hukum material baru
tersebut berkiblat kepada hukum-hukum Barat yang sarat dengan nilai-nalai
sekularisme. Sebagai sarana penerapan hukum-hukum material tersebut,
disusun pula perangkat hukum formal dan lembaga peradilan. Peradilan
campuran yang bersifat sekuler didirikan dan hukum acara pidana dan hukum
acara perdata yang barupun disusun kemudian.”

Pada umumnya politik dan kebijakan hukum yang dilaksanakan Tanzimat
mengacu kepada master plan pengganttan hukum Islam dengan hukum Barat.
Akan tetapi, ada juga usaha Tanzimat yang di arahkan untuk memajukan
hukum Islam. Satu karya fenomenal yang lahir di masa Tanzimat dalambidang
hukum Islam adalah pengundangan dan kodifikasi hukum Islam yang dikenal
dengan Majallah al Ahkam al ‘Adliyyah, biasa disingkat dengan Majallah.
Majallah ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang bermaterikan hukum
Islam murni di dunia.® Meskipun pada zaman Khalifah Abbasyiyah Ja’far al
Mansur telah mencetus ide tagnin dan kodifikasi hukum Islam yang dimotori
Ibnu Muqaffa’, tetapi usaha tersebut belum mendatang hasil yang konkrit.”
Majallah merupakan kodifikasi hukum Istam bidang mu’amalah secara umum
yang diambil dari mazhab Hanafi, mazhab resmi Turki Usmani. Majallah ini
terdiri dari 16 buku, 52 bab, dan 1851 pasal. Isinya secara sistematis meliputi
masalah-masalah 1) al Buyu’ {jual-bali}; 2) al ljarah {sewa-menyewa}; 3)
al Kafalah {tanggungan}; 4) al Hiwalah {pemindahan utang-piutang}; 5) al
Rahn {gadai}; 6) al Amanah {titipan}; 7) al Hibah; 8) al Ghasb dan al
ltlaf {perampasan dan pengrusakan} 9) al Hijr, al Ikrah, dan al Syuf’ah
{pengampuan, paksaan, dan jual-beli suf’ah}; 10) al Syarikah {serikat
dagang}; 11) al Wakalah {perwakilan}; 12) a/ Sulh {perdamaian) dan
pembebasan hak; 13) al Iqrar {pengakuan}; 14} al Da 'wah {gugutan}; 15)
al Bayyinah dan al taklif {pembuktian dan sumpah}; 16) al Qadha’
{peradilan} .’

Politik dan kebijakan pembinaan hukum yang dijalankan pemerintah Turki
Usmani sejak masa Tanzimat membawa beberapa perubahan penting dalam
hukum Islam. Perubahan tersebut ada yang menyangkut segi-segi yang tidak
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fundamental dari hukum Istam dan ada pula yang menyentuh hal-hal yang
mendasar. Perubahan yang sifatnya tidak mendasar umpamanya tentang
pengundangan (fagnir), kodifikasi hukum, serta pembuatan hukum-hukum
baru yang menyangkut mu’amalah yang bersifat ijtihadiah dan pelengkap.
Sedangkan perubahan yang menyentuh hal-hal yang fundamental seperti
penggantian hukum Istam dengan hukum Barat dalam bidang pidana hudud.
Beberapa perubahan dalam bidang hukum Istam yang terjadi di Era dan pasca
Tanzimat dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama. Ruang lingkup pemberlakuan hukum Jslam semakin menyempit.
Hukum Islam bukan lagi satu-satunya hukum yang berlaku di Turki Usmani,
melainkan sudah berlaku pula hukum-hukum Barat pada bidang-bidang hukum
tertentu. Fenomena ini sebenarmya mulai berlangsung sejak masa pemerintahan
Mahmud II, tetapi gejala ini semakin berkembang pada masa Tanzimat dan
pasca Tanzimat. Pada masa Tanzimat, ruang lingkup pemberlakuan hukum
Islam tinggal hanya sekitar bidang hukum keluarga dan bidang mu’amalah
yang diatur dalam Majallah al-Ahkam al-°Adiivvah. Bahkan, pada masa
Mustafa Kemal seluruh bidang hukum —secara formal— diatur dengan
hukum-hukum Barat. Kalaupun ada materi hukum Jslam yang berlaku, hanya
terselip di antara kaedah-kaedah hukum Barat yang resmi diberlakukan,

Kedua. Mulai diperkenalkannya tagnin (pengundangan) dalam rangka
pemberlakuan hukum Islam. Metode pemberlakuan hukum Islam melalui
sarana pengundangan ini merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah hukum
Islam. Sebelumnya hukum Islam telah diakui berlaku dan mengikat seluruh
ummat Islam dengan sendirinya (ulzimun binafsif) tanpa harus diundangkan
oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan adanya metode pengundangan
ini, maka pemberlakuan hukum Islam beralih menjadi mulzimun bighairih
(berlakn melalui sarana pemberlakuan), yakni melalui pengundangan,

Ketiga. Mulai diperkenalkannya kodifikasi hukum dalam rangka
uniformitas dan unifikasi hukum. Hal ini terlihat pada kodifikasi hukum
mu’amalah dari mazhab figh Hanafi yang terkumpul dalam Majallah al-Ahkam
al-‘Adliyyah. Kodifikasi ini dilakukan dalam rangka memudahkan para hakim
dalam menemukan hukum dan menghindarkan terjadinya disparitas dalam
penetapan hukum suatu masalah yang sama. Kodifikast ini juga bertujuan
untuk tercapainya kesamaan dan kepastian hukum,

Keempat. Mulai diberlakukannya pendapat berbagat mazhab figh dalam
bidang hukum yang diatur dengan hukum Islam. Sebelumnya figh mazhab
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yang dipakai adalah mazhab figh Hanafi, mazhab figh resmi Turki Usmani.
Fenomena ini terlihat dalam materi hukum perkawinan (masalah perceratan)
yang mulai diberlakukan tahun 1917. Pada masalah perceraian tersebut juga
dipakai figh mazhab Maliki, di samping figh mazhab Hanafi.

Kelima. Dilanggamya batas-batas tentang hal-hal yang tetap (al-
Tsawabith) dan hal-hal yang bisa berubah (al-Mutaghayyirat) dalam hukum
Islam. Dalam rangka mengadakan pembaharuan hukum, ummat Islam —dalam
hal ini penguasa yang menentukan kebijakan pembinaan hukum— tidak lagi
terikat atau tidak lagi mengindahkan batas-batas kebolehan melakukan
pembaharuan hukum Islam. Akibatnya, beberapa bidang hukum yang secara
tradisional dipandang bersifat mutlak dan bukan lapangan ijtihad telah dijadikan
lapangan pembaharuan hukum. Misalnya penggantian pidana hudud dengan
hukum-hukum Barat,

IV. Pengaruh Realitas Sosial Politik

Perubahan-perubahan penting yang terjadi di masa Tanzimat tidak
terlepas dari pengaruh dan imbas realitas sosial yang melingkupi pemerintahan
Tanzimat ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembaharuannya seperti
yang telah diuraikan di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya
kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berasal dari dinamika internal
masyarakat Turki Usmani dan ada pula yang berasal dari luar.

Salah satn dinamika internal dalam masyarakat Tuki Usmani menurut
catatan Erik J. Zurcher adalah berhubungan dengan perubahan posisi warga
negara non-muslim dalam strata kewarganegaraan Turki Usmani. Para
penguasa Tanzimat membuat materi dan institusi hukum baru untuk
mengakomodasi kepentingan penganut agama non-Islam (terutama Kristen)
yang telah disejajarkan kedudukannya dengan warga negara yang beragama
Islam. Dalaim rangka inilah diperkenalkan hukum pidana baru yang mengakui
kesamaan kedudukan muslim dan non-muslim. Pada saat yang sama
- diperkenalkan pula peradilan campuran dalam kasus-kasus perdagangan yang
juga diberlakukan bagi warga negara asing. Pada tahun 1884 hukuman mati
bagi orang yang murtad dari agama Islam dihapuskan.!

Pada sisi pandang yang lain, pengaruh dan tekanan dari luar juga
merainkan peranan signifikan. Penerapan hukum-hukum Barat yang sekuler
oleh Tanzimat tersebut, disamping sebagai pengejawantahan gagasan orisinal
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dari kelompok Zanzimat sendiri dalam meresponi keadaan yang berkembang,
Juga tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan yang berasal dari kekuatan-
kekuatan asing, dalam hal ini negara-negara Barat. Barat berkepentingan untuk
mendorong dan menekan Turki Usmani untuk memberlakukan hukum-hukum
Barat demi kepentingan warga negara minoritas (baca: Kristen) yang ada di
Turki Usmani. Di samping itu, dengan adanya kesamaan hukum yang berlaku
di Turki Usmani dengan yang berlaku di negara-negara Barat, maka
kepentingan negara-negara Barat akan lebih terjamin.

Zurcher berpendapat bahwa tidak diragukan lagi adanya tekanan
eksternal secara berkesinambungan memainkan peranan yang penting dalam
reformasi intern di bidang administrasi dan hukum pada masa Tanzimat. Hal
ini secara khusus lebih kelihatan pada kasus reformasi kedudukan warga negara
minoritas Kristen pada struktur kewarganegaraan Turki Usmani. Kekuatan-
kekuatan Eropa memberikan tekanan kepada Tanzimat untuk mengangkat
posisi minoritas Kristen dari warga negara kelas dua menjadi warga negara
yang sama derajatnya dengan warga negara mayoritas muslim.!?

N.J. Coulson lebih melihat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai
akibat langsung persentuhan kebudayaan Barat dengan kebudayaan Istam.
Perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat tidak mampu lagi dijawab
oleh tradisi-tradisi Islam yang ada. Pada masa abad pertengahan, struktur
negara dan masyarakat Islam memang masih statis, oleh sebab itu hukum
Syara’ masih bisa dengan sukses mengakomodasi persoalan-persoalan yang
berkembang. Namun, pada perkembangan selanjutnya tekanan-tekanan
pengaruh kebudayaan Barat yang secara umum berbeda dengan kebudayaan
Islam semakin gencar dan menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam
masyarakat. Di sini kemudian timbul konflik antara hukum syara’ —yang
cendrung kaku akibat ajaran taqlid— dan kebutuhan hukwm masyarakat yang
telah terinspirasi dan terbentuk oleh nilai-nilai dan standar Barat. Dalam situasi
demikian, tidak ada altematif lain kecuah menghapus hukum-hukum syara’
dan menggantinya dengan hukum-hukum Barat jika ingin beradaptasi dengan
dunia modern." Jalan fikiran Coulson kelihatan sejalan dan membenarkan
kebijakan dan politik hukum yang dijalankan Tanzimat.

Jalan yang hampir sama dengan di atas yang ditawarkan Coulson adalah
dengan rekonstruksi dan modernisasi materi-materi hukum syara’ dengan
rencana dan strategi yang tepat. Seperti yang dilakukan dalam bidang hukum
keluarga Islam di banyak negara Islam. Hasilnya, hukum keluarga Islam relatif
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tetap survive menghadapi tantangan kebutuhan yang berkembang. Tidak seperti
hukum pidana dan hukum dagang Islam yang hancur dilanda perubahan sosial
karena tidak segera melakukan rekonstruksi dan modernisasi.'*

Pengundangan Majailah al-Ahkam al-Adliyyah merupakan suatu kasus
khusus. Pembuatan kodifikasi hukum yang bermaterikan hukum Islam ini
terlihat janggal di tengah kebijakan pembinaan hukum Tanzimat yang sangat
berorientasi kepada hukum Barat. Apalagi materi yang diatur dalam Majallah
adalah tentang mu’amalah. Biasanya pada negara-negara Islam yang berpaharmn
sekuler, bidang hukum yang tetap diatur dengan hukum Islam hanya terbatas
dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiyyah (hukum keluarga) saja. Kebijakan
kodifikasi dan pengundangan hukum Islam ini mungkin merupakan upaya
Tanzimat untuk menciptakan keseimbangan antara hukurn Barat dan hukum
Islam, tetapi bisa juga “dicurigai” sebagai manuver politik Tanzimat untuk
menarik dukungan kalangan Islam mengingat ketika itu kekuatan Tanzimat
Stidah mulai lemah dan berada di penghujung masa kekuasaannya di
pemerintahan Turki Usmani.

V. Penutup

Uraian di atas menjelaskan bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan
selama masa Tanzimat merupakan respon terhadap dan dipengaruhi oleh
realitas sosial politik yang berkembang saat itu. Turki berada pada pertode
kemunduran dalam banyak aspek dan Tanzimat bertujuan untuk memajukan
kembali Turki dan menghindarkan Turki jatuh ke jurang kemunduran.

Respon yang diberikan Tanzimat disesuaikan dengan politik pembinaan
hukum yang dianut. Tanzimat berkeyakinan bahwa jalan untuk memajukan
Turki adalah dengan mencontoh peradaban Barat, termasuk mencontoh
institusi-institusi kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada di Barat.
Penggantian hukum Islam dengan hukum Barat yang dijalankan pemerintahan
Tanzimat mesti dilihat dalam konteks ini. Meskipun demikian, terdapat juga
kebijakan-kebijakan pembinaan hukum Tanzimat yang melenceng daxi main-
stream politik pembinaan hukum Tanzimat tersebut. Hal ini lebih disebabkan
oleh kebutuhan-kebutuhan pragmatis dalam tarik ulurkepentingan politik yang
berkembang.
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